
“Menjelang Pemilu Tahun 2024,

Kemen PPPA terus mendorong

keterwakilam perempuan di ber-

bagai forum-forum pengambilan

keputusan, seperti di pemerintah-

an dan parlemen di tingkat pusat

maupun daerah. Keterwakilan

perempuan dalam politik akan

mempengaruhi proses pengambil-

an keputusan, sehingga kebijakan

publik yang dihasilkan nantinya

akan mempertimbangkan berba-

gai kepentingan, salah satunya

pengalaman khas perempuan

yang bisa jadi berbeda dengan la-

ki-laki. Kami menyadari bahwa

untuk mewujudkan ruang partisi-

pasi dan representasi politik

perempuan yang kita cita-citakan

dibutuhkan sinergi, kolaborasi,

dan komitmen antar pemerintah,

lembaga, dan seluruh stakeholder

salah satunya dari media massa,”

ungkap Indra pada acara Seminar

Peranan Perempuan dalam

Pemilu sebagai rangkaian

kegiatan Hari Pers Nasional yang

diselenggarakan oleh Ikatan

Keluarga Wartawan Indonesia

(IKWI), Rabu (17/01).

Indra menyampaikan upaya

pemerintah dalam meningkat-

kan partisipasi perempuan di

politik senada dengan Deklarasi

Beijing 1995 dan Platform for

Action yang menjadi agenda

pemberdayaan perempuan dan

kesetaraan gender di tingkat glo-

bal. Terdapat 12 area kritis yang

disorot dalam dokumen tersebut,

diantaranya perempuan dalam

kekuasaan dan pengambilan ke-

putusan, dan perempuan dan

media.

Lebih lanjut, Indra menje-

laskan Deklarasi Beijing 1995

dan Platform for Action menga-

manatkan 189 negara mengam-

bil langkah untuk memastikan

kesetaraan akses partisipasi pe-

rempuan dalam struktur kekua-

saan dan pengambilan keputus-

an. Selain itu, meningkatkan

partisipasi dan akses perempuan

dalam pengambilan keputusan

melalui media juga merupakan

salah satu sasaran yang perlu di-

upayakan.

“Upaya-upaya telah dilakukan

oleh pemerintah dalam pen-

garusutamaan gender (PUG) di-

antaranya diterbitkannya Ins-

truksi Presiden Nomor 9 Tahun

2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan

Nasional yang mengamanatkan

strategi PUG diaplikasikan da-

lam seluruh proses pembangun-

an baik di pusat maupun daerah.

Pemerintah telah melaksanakan

mainstreaming gender di berba-

gai bidang pembangunan, karena

perbedaan perempuan dan laki-

laki hanya ada di aspek biologis,

sedangkan peran sosialnya sama.

Perempuan bisa menjadi politisi,

jurnalis dan berbagai profesi

karena peran sosialnya tidak be-

da dengan laki-laki,” jelas Indra.

Di sisi lain, Direktur Politeknik

STIA LAN Jakarta, Nurliah

Nurdin menyampaikan penting-

nya partisipasi politik perem-

puan dalam memilih pemimpin

perempuan dengan rekam jejak

yang baik, khususnya komitmen

dalam memperjuangan isu

perempuan dan anak.

“Peran perempuan dalam poli-

tik yang bisa kita lakukan di-

antaranya dengan tidak meneri-

ma kampanye uang, karena jika

kita dibayar untuk memilih ma-

ka selama 5 (lima) tahun kede-

pan kita akan merasakan dam-

pak kebijakan yang dibuat. Pe-

rempuan juga harus menjadi

pengawas Pemilu, maka jika ada

kecurangan kita perlu mela-

porkan. Kita juga harus jadi pe-

milih yang cerdas, jangan ter-

fokus pada Pemilu Presiden saja

padahal kita juga memilih

Anggota DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota, dan

DPD. Terakhir adalah aktif pasca

Pemilu, karena esensi dari pemi-

lihan umum adalah setelah para

wakil rakyat tersebut menjabat,

apakah menyuarakan isu dan ke-

pentingan perempuan atau ti-

dak,” tutur Nurliah.

Nurliah juga menyinggung ten-

tang tren kontrak sosial antara

kandidat calon legislatif dan or-

ganisasi/kelompok di negara ma-

ju. Kontrak sosial tersebut dilak-

sanakan untuk memastikan pe-

jabat yang dipilih oleh rakyat be-

nar-benar melaksanakan pro-

gram dan kebijakan yang dijan-

jikan setelah dipilih.

Ketua Umum Ikatan Keluarga

Wartawan Indonesia (IKWI),

Andi Dasmawati menyampaikan

IKWI berupaya terus memper-

juangkan hak-hak kaum perem-

puan sesuai dengan tujuan orga-

nisasi, salah satunya ikut aktif

menyokong upaya pemenuhan

kuota perempuan di parlemen

sesuai kapasitas organisasi.

“Dalam jangka panjang IKWI

berharap bisa ikut berpartisipasi

dalam gerakan bersama untuk

menyusun perubahan regulasi

pendukung yang diperlukan,

seperti halnya Undang-Undang

Partai Politik, Undang-Undang

Pemilu, hingga peraturan perun-

dang-undangan lainnya,” jelas

Andi. (Ati)-f
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Media Harus Ambil Peran
Tingkatkan Partisipasi Politik Perempuan Tanya:

Saya istri  dengan 4

orang anak, menikah su-

dah 15 tahun. Kami meni-

kah di KUA. Suami memi-

liki WIL dan mau menikahi.

Saya tidak setuju suami

poligami. Apa yang harus

saya lakukan, jika suami

memaksa tanda tangan?.

Tutik, Magelang.

Jawab:

Menurut peraturan pe-

rundangan poligami ha-

nya dibolehkan apabila  1

.istri  tidak bisa menjalan-

kan kewajiban . 2 Istri ti-

dak bisa memberikan

keturunan. Suami harus

adil. Tidak mudah. Harus

melalui sidang di Penga-

dilan Agama terlebih

dahulu. Majelis Hakim lah

yang  menentukan dika-

bulkan atau tidaknya sua-

mi anda poligami .

Demikian  jawaban ka-

mi semoga manfaat .

LBH Apik Yogyakarta,

Jl Asem Gede  Condong-

catur  Sleman.  ❑-f

Suami Mau Poligami

Tanya:

Dok, enam bulan yang

lalu saya merasakan payu-

dara saya terasa keras dan

agak sakit. Kemudian saya

menstruasi banyak sekali.

Setelahnya payudara saya

normal. Tapi kemudian

saya tidak menstruasi sam-

pai sekarang. Apakah saya

mengalami menopouse?

Badan saya rasanya nyeri

kadang pusing dan mudah

lelah. Usia saya 49 tahun.

Apa yang harus saya

lakukan, supaya badan se-

hat dan semangat bekerja.

Warih, Sleman.

Jawab:

Kondisi ibu merupakan

masa transisi atau masa

klimaterium yang meru-

pakan bagian dari masa

sebelum menopause. Ma-

sa   siklus mentruasi mulai

tidak teratur. Masa klima-

terium ini dapat berlang-

sung berkisar 4-10 tahun

sebelum masuk  meno-

pause. 

Gejalanya  menstruasi

yang lebih cepat/lambat,

lebih singkat/lama. Jumlah

darah semakin sedikit atau

menjadi  jarang mendapat-

kan menstruasi. Gejala

lainnya, kepanasan men-

dadak, gangguan tidur,

mood mudah berubah, mu-

dah lupa, nyeri saat berhu-

bungan seksual, sakit

kepala, pengeroposan tu-

lang perubahan cholesterol

dan lain sebagainya.

Agar tetap semangat da-

lam  aktivitas, jangan lupa

gaya hidup sehat,  kon-

sumsi makanan bergizi se-

imbang, berolahraga ter-

atur, cukup tidur, kelola

stres dan hindari rokok

maupun alkohol.

Periksa ke dokter secara

berkala agar kondisi kese-

hatan senantiasa terpan-

tau.

Demikian penjelasan ka-

mi dan semoga berman-

faat. Salam.  ❑-f

Gangguan Menstruasi

KR-Rini Suryati

Staf Ahli Menteri Kemen PPPA, Indra Gunawan (tengah baju

batik coklat) 

K
EMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen
PPPA) mendorong media ambil peran dalam meningkatkan partisipasi poli-
tik perempuan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Staf Ahli Menteri

Kemen PPPA, Indra Gunawan menyampaikan saat ini partisipasi perempuan di ru-
ang-ruang strategis masih belum maksimal sehingga perlu untuk ditingkatkan de-
ngan melibatkan seluruh elemen masyarakat.


